
BUPATI WAKATOBI
PERATURAil BUPATI WAKATOBI

NOMOR: D TAHUN2009

TENTANG

KEDUDUKAI\I, TUGAS PoKoK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

DAN STAF AHLI BUPATI WAKATOBI

BUPATI WAKATOB!,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 5 peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan organisasi danTata Kerja sekretariat Daerah dan sekretaiiat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, maka
dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Tugas pokok, Frrngsi
lan Tata Kerja sekretariat Daerah Kabupat-en wakatbni oin
Staf Ahli Bupati Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturanbupati wakatobi.

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor g rahun 1gz4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana terah diubah deigan tJnoang-
undang Nomor 43 Tahun 199g (Lembaran trtejara Flepubfk
lndonesia Tahun lggg Nomor 169, Tambahln Le,m'baran
Negara Republik tndonesia Nomor 3g90);

2- undan.g-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas deri r(orupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 7s, Tambahan Lembaran Negara Ftepublik
lndonesia Nomor 3BSl ); 
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi sulawesi renggara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Repurblik lndonesia Nomor 4339);

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

5- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Ncmor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20OS Nomor



108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor Sg,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
48ail;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1g8B Nomor 10, Tambahan
Lemb'aran Negara Republik lndonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman
Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4262);

L Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2008 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a2ffi);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2A07 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 47 41)',

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun ZAAT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2008 Nomor 3);

l3.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan $ekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor
4),

14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tenterng Tata
Cara Penyusunan,. Pengajuan dan Pembahasan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan {nstrukei
Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN WAKATOBI DAN STAF AHLI
BUPATI WAKATOBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasat 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten wakatobi.
3. BupatiadalahBupatiWakatobi.

4. Sekretariat Daerah adalalr sekretariat Daerah Kabupaten wakatobi.
5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahti Bupati Wakatobi.

7. Asisten adalah Asisten sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Wakatobi.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan
dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.

Fasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat
Daerah mempurlyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah;

c, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. Pembinaan adrninistrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan



(1)

(2)

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah,

b. Asisten;

c. Bagian;

d, Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari;

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari .

a) Subbagian Perangkat Daerah;

b) Subbagian Otonomi Daerah dan Hubungan antar Lembaga;

c) Subbagian Pengembangan Wilayah dan Kerja Sama;

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a) Subbagian Pelayanan Bantuan Sosial;

b) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan dan
Nakertrans;

c) Subbagian KB, Pemberdayaan Perempuan dan Agama;

3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan terdiri dari :

a) Subbagian Kesatuan Bangsa dan Politik;

b) Subbagian Pemuda dan Olahraga,

c) SubbagianPemberdayaanMasyarakat;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari;

1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

a) Subbagian Perencanaan Program, Penanaman Modal dan
Litbang;

b) Subbagian Pengendalian dan Evapor;

c) Subbagian Kerja Sama dan Bantuan Pembangunan;

2. l3agian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :

a) Subbagian Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan
Kehutanan;

b) Subbagian Pertambarrgan dan Energi dan Lingkungan Hidup;

c) Subbagian Pariwisata, Kelautan dan Perikanan;

3. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :

a) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan;
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b) Subbagian Koperasi dan UKM;

c) Subbagian pengembangan BUMD;

c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

1. Bagian Hukum dan perundang- undangarrterdiri dari :

a) subbagian Tata Hukum dan perundang-undangan;

b) Subbagian Bantuan Hukum;

c) subbagian Dokumentasi dan perpustakaan Hukum,
2. Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri dari :

a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) subbagian Ketataraksanaan dan pengorahan Data;
c) Subbagian Kepegawaian;

3. Bagian Umum dan Rumah Tangga terdiri dari :

a) subbagian Umum, Keuangan dan perjaranan Dinas;

b) Subbagian Humas, Protokoler, Sandi dan Telekomunikasi;
c) subbagian Rumah rangga, perrengkapan, perpustakaan dan

Arsip.

d. Staf Ahti; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c
masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua

Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantusekretaris Daerah dalam pelaksanaan penyusunan t<eoilat<an dern
pengkoordinasian, pemanta,lan dan evaluasi pehyelenggaraan tugas-tugels
pemerintahan daerah di bictang administrasi pemeriniahan -umum, 

ad-ministrasi
kesejahteraan rakyat dan ad m i n i strasi kem asya rakatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Asiste,n
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fr.rngsi :

a. Penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tugas.tugers
pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum- meliputi perangi<at
daerah, otonomi daerah dan hubungan antar lembaga serta pengemOanlan
wilayah dan kerjasama;

b. Penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat meliputi pembinaan
pelayanan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, hakertrans,
keluarga berencana, pernberdayaan perempuan dan keagamaan;

c. Penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan meliputi pembinaan kesatuan
bangsa dan politik, pemuda dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat; dan



d.

(1)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengarr
tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 3 (tiga) Bagian ;

a. Bagian Administrasi Penrerintahan Umum;

b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;

c. BagianAdministrasiKemasyarakatan;

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan,
pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pemerintah umum, otonomi daerah dan hubungan antar lembaga, pengembangan
wilayah dan kerjasama.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal g, Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum mempunvai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perangkat daerah, otonomi
daerah dan hubungan antar lembaga, pengembangan wilayah dan kerjasama;

b. Pelaksanaan tugas kedinasan dinas daerah dan lembaga teknis daerah di
bidang perangkat daerah, otonomi daerah dan hubungan antar lembaga,
pengembangan wilayah dan kerjasama;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang perangkat daerah, otonomi daerah dan hubungan antar
lembaga, pengembangan wilayah dan kerjasama;

d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :

a. Subbagian Perangkat Daerah;

b. Subbagian Otonomi Daerah dan Hubungan Antar Lembaga;

c. Subbagian Pengembangan Wilayah dan Kerjasama.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

Pasal 12

Subbagian Perangkat Daerah mempunyai tugas menghimpun pedoman dan
petunjuk teknis, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah
dan lembaga teknis daerah serta melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan

(1)

(2)

(1)
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[:,Tr""Hftan' 
pembinaan perangkat daerah, pemerintahan kecamatan dan

subbagian otonomi Daerah dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugasmenghimpun pedoman,. dan petunluk teknis, menyiapkan bahan koordinasipelaksanaan tugas dinas oaeran oan remoaj" 
- t"rni, daerah sertamelaksanakan monitoring dan eualuasi petarsanaa"n kebijakan pemerintahandaerah di bidang otonomi oaeran-oan hubungan ,ni"i-r"roaga, administrasikependudukan dan pencatatan sipit ierta pemerintahan desa.

subbagian pengembangan wirayah dan Kerjasama mempunyai tugasmenghimpun pedoman,. dan p"trnjrr teknis, menyiapkan bahan koordinasipelaksanaan tugas dinas'oaeiJrr 
.oan t'emoad.-"t"*ni, daerah sertamelaksanakan monitoring dan 

"uallasi 
petaksanaai- xenrlat<an pemerintahandaerah di bidang pengembangan wiriyah dan k*l*"*" serta prasarana fisikpenrerintahan dan pertanahan.

pasal 13
Bagian Administrasi Kesejahteraan,Rakyat mempunyai tugas meraksanerkansebagian tugas sekretariaf oaeian daram p"i.rr"i"un penyusunan kebijar<an,pengkoordinasian, monitoring dan evaluari p"r"xrrn..i trg"s dinas daerah danlembaga teknis daerah gerta-pera[rrn""n kebijakan pemerinGrra. d;r"h li oiorogpetayanan bantuan sosial, pbnoiJiGn, reserritJ;; 6b;l"yaan, tenaga kerla dantransmigrasi, keruarga berencana, femoeroav""" plr#iuan oan keagamaan.

Pasal 14
Untuk menyerenggarakan tugas sebagaimana dimaksud daram pasar 13, BagianAdministrasi Kesejahteraan R"at<yat r"rprnyri fungsi :

a' Pelaksanaan penyusrJnan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial,pendidikan, kesehatan, kebudayaan, tenaga 
-r"'rra 

dan transmigrasi, KB,pemberdayaan perempuan dan keagamaan;
b' Pelaksanaan tugas kedinasan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dibidang pelayanan bantuan sosial, pendidikan, r<esenatan, kebudayaan, tenagakerja dan transmigrasi, KB, pembeioay*n p"r.rpuan oan keagamaan;c' Pelaksanaan 

.monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahandaerah dibidang pelayanan 
. 
bantuan r"ri"l- pendidikan, kesehatan,kebudayaan, tenaga kerya dan transmigrasi, ig,'pemberdayaan perempuandan keagamaan;

d' Peraksanaan . pe,nyusunan program, evaruasi dan peraporan gagianAdministrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
e' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengaRtugas pokok dan fungsinya.

(2)

(3)

(1)

pasal 1S

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a, Subbagian pelayanan Bantuan Sosial;
b. subbagian pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan dan Nakertrans;
c. Subbagian KB, pemberdayaan perempuan dan Agama.
subbagian sebagaimana.dimaksud pada ayar (1) masing-masing dipimpin olehseorang Kepara subbagian yang berada di bdwan oin nerta"ngdrnd lawaokepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

(2)

*
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(1)

(2)

(3)

Pasal 16

subbagian Pelayanan Bantuan sosial mempunyai tugas menghimpurr
pedoman dan petunjuk teknis, ntenyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan
tugas dinas daerah cjan lembaga teknis daerah serta melaksanakan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan
bantuan sosial.

Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Tenaga Kerla dan
Transmigrasi mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis,
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga
teknis daerah serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebr.lakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan,
tenaga kerja dan transmigrasi.

subbagian Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Agama
mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan
bahan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah
serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan keagamaan.

Pasal 17

Bagian Administrasi Kemaslrarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan,
pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
kesatuan bangsa dan politik, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat
dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, pembauran bangsa dan
wawasan kebangsaan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian
Administrasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik,
kepemudaan dan olahraga serta pemberdayaan masyarakat;

b. Pelaksanaan tugas kedinasan dinas daerah dan lembaga teknis daerah di
bidang kesatuan bangsa dan politik, kepemudaan dan olahraga serta
pemberdayaan masyarakat;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pernerintahan
daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, kepemudaan dan olahraga
serta pemberdayaan masyarakat;

d. Pelaksanaan penyusunan pro{Jram, evaluasi dan pelaporan Eragian
Administrasi Kemasyarakatan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Bagian Administrasi Kemasyarakatan terdiri dari

a. Subbagian Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Subbagian Pemuda dan Olahraga;

c. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat.

*
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(1)

(2)

(3)

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan.

Pasal 20

Subbagian Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menghimpun
pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan
tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta melaksanakan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di
bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan,
organisasi sosial politik, ketentraman dan ketertiban umum serta pembauran
bangsa dan wawasan kebangsaan.

subbagian Pemuda dan olahraga mempunyai tugas menghimpun pedoman
dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dinas
daerah dan lembaga teknis daerah serta melaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembinaan
potensi kepemudaan, olahraga dan sarana prasarana.

subbagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menghimpun
pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkarr bahan koordinasi pela[sanaan
tugas dinas daerah Can lembaga teknis daerah serta melaksanakan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pembinaan potensi sumber daya ekonomi dan kelompok sosial masyarakat.

Bagian Ketiga

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 21

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian,
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di
bidang adrninistrasi pembangunan, administrasi surnberdaya alam dan administrasi
perekonomian.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tugas.tugas
pemerintahan daerah di bidang pembangunan meliputi perencanaan program,
penanaman modal dan litbang, pengendalian, evaluasi dan pelaporan,
kerjasama dan bantuan pembangunan;

b. Penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan daerah di bidang sumber daya alam meliputi pertanian,
peternakan, perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan
hidup serta pariwisata, kelautan dan perikanan;

c. Penyusunarr kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan daerah di bidang perekonomian meliputi perindustrian dan
perdagangan, koperasi dan UMKM, administrasi keuangan daerah serta
pengembangan BUMD; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

*

q
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(1)

(2)

e.

(1)

(2)

a,

b.

Pasal 23

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Bagian :

a. BagianAdministrasiPembangunan;

b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;

c. BagianAdministrasiPerekonomian.

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
sekretaris Daerah melalui Asisten perekonomian dan pemoingunan.

Pasal 24

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan plnyusunan
kebijakan, pengkoordinasian, monitor'ing dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas
daerah dan lembaga teknis daei"ah serta pelaksanaan kebijakan perierintahan
daerah di bidang perencanaan program pembangunan daerah can program/
kegiatan Sekretariat Daerah, penanaman modal dan litbang, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan pembangunan daerah dan program/ kegiatan Sekretariat Daerah,
kerjasama dan bantuan pembangunan serta pembinaan penataan, pemanfaiatan
dan pengendalian ruang daerah, pekerjaan umum dan perhubungan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan program,
penanaman modal dan litbang, pengendalian, evaluasi dan pelaporan,
kerjasama dan bantuan pembangunan;

Pelaksanaan tugas kedinasan dinas daerah dan lembaga teknis daerah di
bidang perencanaan program, penanaman modal dan litbang, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan, kerjasama dan bantuan pembangunan;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di
bidang perencanaan program, penanaman modal dan litbang, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan, kerjasama dan bantuan pembangunan;

d. Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Sekretariat
Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan Program, Penanaman Modal dan Litbang;

b. Subbagian Pengendalian dan Evapor;

c. Sulrbagian Kerjasama dan Bantuan Pembangunan.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Adrninistrasi Pembangunan.

*
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(1)

Pasal 27

subbagian Perencanaan program, penanaman Modal dan Litbang mempunyai
fugas. menghimpun pedoman <jan petunjuk teknis, menyiapkan bahankoordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah l"n r"muaga teknis daerah sertamonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijak"n p"r"rinLn"n daerah di bidangperencanaan program, penanaman modal dan litbang.
subbagian Pengendalian dan Evapor mempunyai tugas menghimpun pedomandan petunjuk teknis. menyiapkan bahan tiooritin"ii p"Lrr"'n""n irsil, oin",daerah dan rembaga teknis daerah, monitoring, evaruasi, p"ng"nd;ti"n Jrnpelaporan pelaksanaan kebijakan pembanglnan daerah serta fasilitasipembinaan penataan, per-.'ranfaatan dan pengendalian ruang daerah.
subbagian Kerjasama dan Bantuan 

. 
pembangunan mempunyai tugasmenghimpun pedoman dan petunjuk teknis, meriyiapt<an bahan koordinasipelaksanaan tr-rgas dinas oaeran dan iemoaja' treknis daerah sertamelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksarraai teo4atan pemerintahan

daerah di bidang kerjasama dan bantuan pembangunan serta pekerjaan umumdan perhubungan.

pasal 2g
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas sekretariat Daerah daram peraksanaan" penyusunan kebijakan,pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis oaeian sertamonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan p"r*rintrnln daerah- Ji- oio"ngpertanian, peternakan, perkebunan dan kelrutanan, pertambangan dan energi danlingkungan hidup, pariwisata serta kerautan dan perikanan.

(2)

(3)

pasal 29

lntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud daram
Administrasi Sumber Daya Alam mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petujuk teknis di bidang pertanian,
peternakan, perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan energi dan
lingkungan hidup, pariwisata serta kelautan dan perikana-n;

b. Pelaksartaan tugas kedinasan dinas daerah dan lembaga teknis daerah di
bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutananl pertambangan dan
energi dan lingkungan hidup, pariwisata serta kelautan dan perikanarr; 

-

c' Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan,
pertambangan dan energi dan lingkungan hidup, pariwisata serta kelautan dan
perikanan;

d. Pelaksanaan - penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bagian
Administrasi Sumber Daya Alam; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terrliri dari :

a. subbagian Pertanian, Peternakan, pe"kebunan dan Kehutanan;

b, Subbagian Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup;

c. Subbagian Pariwisata, Kelautan dan perikanan.

Pasal 28, Bagian

t
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subbagian sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin olehseorang Kepala subbagian yang berada di bawah oin berta-ngdrng jawab
kepada Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

Pasal 31

subbagian pertanian, peternakan, perkebunan dan Kehutanan mempunyaitugas. menghimpun pedoman dan, petunjuk teknis, menyiapkan bahankoordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah 'o"n r"ro"ga teknis daerah sertamelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan-[iol1"r"n pemerintahan
daerah dibidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
subbagian Pertambangan. dan Energi dan. Lingkungan Hidup mempunyai tugasmenghimpun pedoman.. dan petunj-uk teknisl r"-nvi"pLn bahan koordinasipelaksanaan tugas dinas daeran dan iemoaii- teknis daerah sertamelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaa'n kebijakan pemerintahandaerah di bidang pertambangan dan energi dan tinglung;n hioup.
subbagian Pariwisata, Kerautan dan perikanan.mempunyai tugas menghimpunpedoman dan petunjuk. teknis, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaantugas dinas daerah dan lembaga teknrs daerah serta melaksanakan rnonitoiingdan evaluasi pelaksanaan kebrftkan pemerintahan daerah di bidang pariwisata,kelautan dan perikanan.

Pasal 32
Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagaiantugas sekretariat Daerah dalam petaksanaln penyusunan kebijakan,pengkoordinasian pelaksarraan tugas dinas daerah dan temoaga teknis daerah sertamonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan p"r"iint"nin oierarr-oi oicrngperindustrian dan perdag.angan, kopeLasi, usaha ,irro, kecil dan menengan oanpengembangan Badan Usaha Mirik Daeran reuMDj ,*rt" perayanan pemberianrekomendasi SITU.

pasal 33
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, BagianAdministrasi perekonomian mempunyai fungsi :

a' Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan,
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah s6rta pengembangan BUMD danadministrasi keuangan daerah 

;

b' Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerahdi tridang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha irit<ro, kecil danmenengah serta pengernbangan BUMD dan administrasi keuangan oaerah
c Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan

daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecildan menengah serta pengembangan BUMo oan administrasi t<euingan Jaerah;
d. Pelaksanaan pelayanan pemlrerian rekomendasi SITU.
e. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bagian Administrasi

Perekonomian; dan

f' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

(2)

i

j

I

I

.I

i

I

I

I

I

I
ir
I

I

.1

I
I

I'j
i
j

I

I

I
I

(1)

(2)

(3)



13

Pasal 34
(1) Bagian Administrasi perekonomian terdiri dari :

a. Subbagian perindustrian dan perdagangan;

b. Subbagian Koperasi dan UMKM;
c. Subbagian pengembangan BUMD.

(2) subbagian sebagaimana dimaksud,pada.ayar (1) masing_masing dipimpin orehseorang Kepara subbagian yang berada di biwan dan bertanggung jawabkepada Kepata Bagian ndministrasi perekono;;;.'

Pasal 35
(1) subbagian perindustrian dan p"_ll"g?nqan mempunyai tugas menghimpunpedoman dan petunjuk teknis, menyiaft<an bahan koordinasi pelaksianaantugas dinas daerah rlan lembaga tekni! daeran i"rt, melaksanakan monltoringdan evaluasi pelaksanaan "kebijakrn p.r"*tanan oaeran oi'- t,ioangperindustrian dan perdagangan sert'a perav"n"n p"mo"rian rekomendasi,slrU.(2) subbagian Koperasi dan uMKM mempunyai tugas menghimpun pedoman danpetunjuk teknis, menyiapkan bahan kooroiir"si ptilk*"n""n tugas dinas daerahdan lembaga teknii oaerarr serta melal..sanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan pemerintahan oaerah ol Lioung koperasi dan usahamikro, kecil dan menengah.

(3) subbagian pengembangan BUM_D mempunyai tugas menghimpun pedomandan petunjuk teknis, menyiapkan bahan r<ooroinJsi pelaksanaan tugas dinasdaerah dan rembaga teknis 'daerah 
serta rn"i"lr"naLrn monitoiing danevaruasi peraksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidangpen gembangan B U M D dan adm inistrasi r."r"rg;.' olera n.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum

pasal 36
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris Daerah dalammelaksanakan penyusunan kebijakan oin pengkooioinasian penyerenggaraantugas-tugas pemerintahan oaerih daram d"nv"rrrnrn peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan p"iprrta[aan hukum, kerembagaandan anarisis jabatan, ketataraksanaan dan pengorahan' d.t", humas, protokorer,sandi dan telekomunikasi serta, kepegawaian, fiendioikan dan pelatihan, umurn,
!:y"l.g"l da1 pejaranan dinas, rumah tangga, perrengkapan, perpustakaan danarsip lingkup Sekretariat Daerah.

pasal 37
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, AsistenAdministrasi Umum mempunyai fungsi :

a' Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian penyerenggaraaR tugas-tugaspemerintahan,.daerah 
.di bidang hukum dan peraturan perundang-undanganyang meliputi tata hukum oul perundang-undangan, bantuan hukum,dokumentasi dan perpustakaan hukum;

b. Fenyusunan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugaspemerintahan daerah di bidang organisai tatalaksana dan kepegawaian yanEmeliputi penataan dan pembinaan kelembagaan, analisis jabatan,

{
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ketatalaksanaan dan pengolahan data, pelaksanaan pembinaan administrasidan aparatur pemerintah daerah;

Penyusunan kebijakan lan pengkoordinas.ian penyerenggaraan tugas-tugaspemerintahan daerah di bidang umum dan iumln tangga yang meliputipengelolaan dan perrgadministrasian umum, penatausania'n r<eua"ng*n lrnpelayanan perjaranan dinas, pembinaan d;; peiryrnrn kehumasan,protokoler, sandi dan telekomunikasi, pengelolian'-rrrr"n rumah tangga,perlengkapan, perpustakaan dan arsip; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengantugas pokok dan fungsinya.

Pasal 38

Asisten Administrasi Llmum terdiri dari 3 (tiga) bagian :

a. Bagian Hukum dan perundang_undangan;

b. Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian;
c. Bagian Umum dan Rumah Tangga.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin orehseorang Kepara Bagian yang berada di bawah dan bertlnggun6 iil; kepadasekretaris Daerah merarui niisten Administrasi umum.

Pasal 39

Bagian Hukum .d?n perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas Sekretariat Daerih dalam pelaksanaan penyusunan kehijakan,pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lemb'aga teknis oaeian sertamonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah-an daerah di bidangpembinaan dan bantuan hukum, penyidit< pegawai negeri sipil, penyusunanperaturan perundang-undangan, telaahan hukum dair evaluasi tata 
'hukum,

pengembangan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi produk
hukum serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan hukum.

Pasa 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3g, Bagian
Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pertimbangan/pembinaan bantuan hukum kepada semua
unsur pemerintah daerah terhadap masalah hukum yang timbul dalam
pelaksanaan tugas serta pembinaan penyidik pegawai negeri srpit;

b. Pengkoordinasian perumusan tata hukum di bidang peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

c' Penelaahan dan pengevaluasian tata hukum dan pengembangan peraturan
Perundang-undangan termasuk penyiapan bahan rancangan peraturan
Daerah;

d. Pelaksanaan tugas menghimpun peraturan perundang-undangan, publikasi
dan dokumentasi hukum, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
hukum;

e. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelapora,r Bagian Hukum dan
Perundang-undangan ; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

d.

(1)
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pasal 41

(1) Bagian Hukum dan perundang-undangan tercliri dari :

a. subbagian Tata Hukum dan peraturan perundang-undangan;

Subbagian Bantuan Hukum;

Subbagian Dokumentasi dan perpustakaan Hukum.
Subbagian sebagaimana dimaksud
seorang Kepala Subbagian yang
kepada Kepala Bagian Hukum da-n

b.

c.

(2)

(1)

(2)

pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
berada di bawah dan bertanggung jawab
Perundang-undangan.

pasal 42
subbagian Tata Hukum dan perudang-undangan mempunyai tugasmenghimpun pedoman.. dan petunjuk tekniJ, *"nyLpr."n bahan koordinasipelaksanaan tugas dinas oaerarr dan iemnaja '- teknis daerah sertamelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanJ"n kebrlakan pemerintahdaerah di bidang pengembangan/perumusan peraturan Daerah, peraturan
Bupati, Keputusan Bupati.

Subbagian Bantuan .Hukum mempunyai tugas menghimpun pedoman danpetunjuk teknis, menyiapkan bahan'koordinaslpetaxsaiaan tugas dinas daerahdan lembaga teknis daerah serta melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang p"i"y"n"n bantuan hukumdan pembinaan kegiatan penyidik pegawai Negeri Si'pif .-'
subbagian Dokumentasi. dan perpustakaan Hukum mempunyai tugasmen.ghimpun pedoman dan petunjuk teknis, r"ng"lofr dokumentasi danpublikasi produk-produk hukum, fenerbitan lembiran daerah dan beritadaerah, mengatur penyebaran dokumentasi hukum serta mengembangkanperpustakaan di bidang hukum.

(3)

Pasal 43
Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakansebagiarr tugas Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan,pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah sertamonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahln daerah di bidangpembinaan kelembagaan, perumusan analisis jabatan, ketatalaksanaan danpengolahan data' pelaksanaan pembinaan adminiitrasi dan aparatur pemerintan
daerah, pengelolaan admini.strasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah.

pasal 44
Untuk.menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalanr pasal 43, Bagian
organisasi, Tatalaksana dan Kepegawiian rnempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan penyiapan pedoman dan petunjuk t6knis pembinaan
dan penataan kelembagaan perangkat daerah;

b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan analisis jabatan;

c. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan meliputi
tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;

d. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data kelembagaan ;

e. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan administrasi dan
aparatur pemerintahan daerah ;

f. Penyiapan pedoman dan petr-rnjuk teknis serta menyelenggarakan administrasi
kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;

r*
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Pelaksanaan penyusunan program, evaruasi dan peraporan Bagian organisasi,Tatalaksana dan Kepegawaian; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah sesuai dengantugas pokok dan fungsinya. -

pasal 45
Bagian organisasi, Tataraksana dan Kepegawaian terdiri dari :

a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Subbagian Ketatalaksanaan dan pengolahan Data;
c. Subbagian Kepegawaian.

subbagian sebagaimana.dimaksud pada,ay?J (1) masing-masing dipimpin orehseorang Kepara subbagian yang berada di bawah din bertanggung jawabkepada Kepara Bagian organisari Tataraksan, J"r x"p"gawaian,

pasal 46
subbagian Kerembagaan dan Ararisis Jabatan.mempunyai tugas menghimpunpedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan tJoroinasi pelaksa'aantugas dinas daerah 

.dan lembaga teknis daerah ,"rt, rnelaksanakan evaluasipelaksanaan kebijakan pemen.ntahan daerah di nio"ng pembinaan danpenataan kelembagaan/organisasi perangkat daerah r"rt" p"nyusunan an'lisisjabatan.

Subbagian Ketataraksanaan dan pengorahan Data mempunyai tr.rgasmenghimpun pedoman.. dan petunjuk tek--nis, ,"nyirpx"n bahan koordinasipelaksanaan tugas dinas oaerah dan lembaga teknis daerah r;ertamelaksanakan rnonitoring dan evaluasi petaksanaal- reoiiat an pemerintahandaera! di. bidang pembinlan Ketataliksanaan meliputi tata kerja, metode danprosedur kerja serta pengorahan dan penyajian data kelembagaan.
subbag.ian Kepegawaia.n mempunyai tugas menghimpun pedoman danpetunjuk teknis, menyiapkan bahan koordinisi petarsinaan tugas dinas daerahdan lembaga teknis daerah serta melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijaka' pemerintahan daerah di bidang pembinaan danpedayagunaan aparatur daerah serta melaksanakan pengerotaan administrasikepegawaian lingkup Sekretariat Daerah.

Pasal4T
Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasSekretariat Daerah dalam peta[slnaan penyusunan kebijakan, administrasi umum,penatausahaan keuangan, perjalanan dinas, humas, protokoler, sandi,telekomunikasi dan informatika, rumah tangga, perlengkap"n,'p"rfrrtakaan danarsip serta evaluasi dan pelaporan.

pasal 4g
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Bagian
Umum dan Rumah Tangga mempunyaifungsi :

a' Pengkoordinasian darr pelaksanaan urusan umum, penatausahaan keuangan
dan perjalanan dinas, hunras, protokoler, sandi dan telekomunikasi serta rumah
tangga, perlengkapan, perpustakaan dan arsip;

b. Penyelenggaraan administrasi umum, penatausahaan keuangan dan
perjalanan dinas;

c. Penyelenggaraan urusan hubungan nrasyarakat, kejurubicaraan pimpinan
daerah, sandi, telekomunikasi dan informatika;

g.

h.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

*
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d.

e.

Penyelenggaraan pelaksanaan
perpustakaan dan arsip;

Penyusunan program, evaluasi
t angga; dan

urusan rumah tangga, perlengkapan,

dan pelaporan Bagian Umum dan Rumah

ffi5l'oil:il.:TilX$i"|jno 
oio"'ikan oreh sekretaris Daerah sesuai densan

pasal 49
(1) Bagian umum dan Rumah rangga terdiri dari :

a. Subbagian Umum, Keuangan dan perjalanan Dinas;b' subbagian Hurnas, protokorer, sandi dan Terekomunikasi;
c' Subbagian Runrah rangga, perrengkapan, perpustakaan dan Ar.sip.(2) subbagian sebagaimana dimaksud,pada.ayat (1) masing-masing dipimpin orehseorang Kepara subbagian yang berada'oi b;*;; dan bertanggung jawabkepada Kepata Bagian Urm Jun nuran fanil;."

(1)

(2)

pasal 50
subbagian umum, Keuangan dan per.laranan Dinas mempunyai tugasmenghimpun pedonran dan petunjuk t"tnir, nr"nvJ"ngg"rakan administrasi
:[?fr!'%#1,Xffi:1T keuansan dan perjaranan dinas serra peny"rpri"n

subbagian Humas, protokorer, sandi dan Terekomunikasi mempunyai tugasmenghimpun pedomarr,. dan petunjuk t*lrnir, ,";;;#;"" bahan koordinasipelaksanaan tugas dinas 'oaeiJn 
d.rn rembaga teknis daerah sertamelaksanakan monitoring dan eviruasi petat<sinian kebijakan pemerintahdaerah di bidang penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat,

["r'"1H:ii-T:an 
pimfinan dierah]"Gprotor.oteran, ,rnol, te-rekomuniiisi oan

subbagian Rumah ra'gga, perrengkapan, perpustakaan dan Arsipmempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan
??l"n koordinasi peraksinaan trg"t oinas oaerairr oariJemoaga teknis daerahserta meraksanak"n . Tglitoring 1"n "urrruri--p"rarranran kebijakanpemerintah daerah di bidang Jrusan rumah tangga, anarisis kebutuhanperlengkapan/ barang, pengadaan barang serta penleioraannya, menyusunprogram kebutuhan dan perrengkapan ru,mah tangga lnuman Jabatan Bupatidan wakil Bupati), pembinaan perpustakaan oai-ariip, t*r*tomunikasi daninformatika^

(3)

t

Bagian Kelima

Staf Ahti
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

pasal 51

(1) staf ahli merupakan unsur pembantu Bupati sesuai dengan bidang mas;ing-masing.

staf ahli merupakan unsur pembantu Bupati yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretirisbaeran.
staf ahri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikanoleh Bupati dari pegawai Negeri Sipil.

(2)

(3)



l8

(1)

pasal 52

Staf ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan telaahanmengenai masalah pemerintahan, hukum dan politik, kemasyarakatern dansDy,.pembangunan, ekonomi dan keuangan r"rt"'r"rberikan masukanpertimbangan kepada Bupati sesuai bidang riasing-masing.
Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikanoleh Sekretaris Daerah,

Staf ahli merupakan jabatan struktural Eselon ll.b.

pasal 53
(1) Staf Ahti terdiri dari :

a. staf Ahri bidang pemerintahan, Hukum dan poritik;

b. staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan sDM, pembangunan, Ekonomidan Keuangan.

pasal 54
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, masing-masingStaf Ahli nlempunyai fungsi :

a. staf Ahli Bidang pemerintahan, Hukum dan politik mempunyai fungsi :

1. Memberi teraahan bidang pemerintahan, hukum dan poritik;
2' Mengkoordinasikan penyampaian telaahan pemerintahan, hukum danpolitik sebagai bahan pertimbangan dan pengambiran keputusan/

kebijakan Bupati;

(2)

(3)

3. Menghimpun dan menganalisa
pemerintahan. hukum dan politik
kepada Bupati; dan

data dan informasi strategis dibidang
dalam rangka pemberian pertimbangan

4. Meraksanakarr tugas rain yang diberikan oreh Bupati.
b. staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan sumber Daya Manusia, pembangunan

Ekonomi dan Keuangan mempunyaifungsi :

1- Memberi telaahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia,
pembangunan ekonomi dan keuangan;

2. Mengkoordinasikan penyampaian telaahan bidang kemasyarakatan dan
sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi dln teuangan sebagai
bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan/ kebijakan 

-aupati;

3. Menghimpun dan menganalisa data dan informasi strategis dibidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia, pembangunan jkonomi dan
keuangan dalam rangka pemberian pertimbangan kefaca Bupati; dan

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

*

Pasal 55

(1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi,
konsultasi, saran dan masukan baik secara vertikal maupun horizontal.

(2) Setiap staf ahli bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dalam rnelaksanakan tugasnya, Staf Ahli dapat dibantu oleh Staf Sekretariat

yang melaksanakan tugas, fungsi operasional.
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(4) Setiap laporan yang diterima oleh masing-masing bidang Staf Ahli diolah dandisampaikan kepada Bupati sebagai bahJn pertiriuangan dalam pengambiilan
keputusan/ kebijakan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 56
(1) Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dibentuk Kelompok JabatanFungsional sesuai kebr-rtuhan berdasarkan per;turan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugis Slekretariat Daerah sesuai dengan

[ffi:ili: 
dan kebutuhan beidasarkin peraturan Rerunoans-rnJ"isrn vung

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional, yang

3:?|:lr:"" 
ditetapkan berdasarkan peraturan perunda"ng_r"a:*g"n yang

(4) Kelonrpok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senioryang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung-;awadk"p"i"-s"kretaris
Daerah.

(5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban keryaberdasarkan peraturan perundang-undangan y"nt berraku.
(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan pererturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA
pasal SZ

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala tsagian dan Kepalasubbagian menerapkan prinsip koordinasi, iniegrasi dan sinkronisasi baik ctalanrlingkr-rngan kerjanya maupun di luar lingkungan- [ur1a Ser.retadat Daerah sesuaidengan bidang tugasnya.

Pasal SB

setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing_masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambit langkah- tangkanyang diperlukan sesuai dengan peraturin perundang-Jndangan.

setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing tlan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam
pelaksanakan tugas bawahannya.

setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing, mengikuti dan mematuhi serta bertanggung jawab dalam menyiapkan
laporan berkala pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk- menyusun laporan lebih
lanjut dan untuk menrberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

*

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu olehpimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalani rangka pemuerian
bimbingan kepada bawahan masing-masirig, wajib mengadakan rapat berkala.

pasal 59
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasir guna, masing-masing pejabat daramlingkungan sekretariat Daeiah-dapat mender6gaijr.i" kewenangan-kewenangantertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan
Perundang- undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

pasat 60
(1'l Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupatidari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan yang bertit<u.
(2) Asisten' Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan otehBupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

pasal 61

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungansekretariat Daerah dibebankan pada' nnggaran pendapatan dan BelanjaDaerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sekretariat Daerah dapat diberikan trant"uan pembiayaan sesuai denganPeraturan Perundang- undangan yang berlaku.

*
BAB VII

KETENTUAN LAIN * LAIN

Pasal 62

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dranganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan
dan atau tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten wakatobi.

Ditetapkan di Wangi -,Wangi
pada tanggal x- e - 2009

aZBUPATI 
WAI(ATOBI,

---<%
HUGUA

wAKATOBt,

arfr-noruo

BERITA DAERAH KABUPATEN WA}GTOBI TAHUN 2OO9
NOMOR ,. D

{


